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BAB IV

PENUTUP

1.Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap anak terlantar atas hak anak

mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padangdapat disimpulkan:

1. Implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak

mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padangadalah Anak terlantar yang

pada konstitusi wajib diperhatikan oleh negara masih belum  mendapatkan

jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.Penelitian  yang

telah peneliti lakukan ke sembilan Panti Asuhan yang berada di Kecamatan

Koto Tangah Kota Padang  Jaminan Kesehatan Masih belum dimiliki oleh

anak didik panti. Pengelola panti menjelaskan bahwa anak didik panti masih

berobat secara mandiri dan di biayai oleh pengelola panti.Pengelola Panti

sudah mendaftarkan anak didik Panti agar mendapatkan jaminan kesehatan

namun sampai saat ini masih belum terlaksana dan belum mendapatkan

kepastian dari BPJS Kesehatan Kota Padang.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam

mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan

kesehatan di Kota Padang adalah anak yang sudah terpisah dengan orang tuaya

dan tidak mempunyai identitas resmi baik KTP atau KK akan kesulitan untuk

proses pendataan sebagai peserta jaminam kesehatan. Hak yang seharusnya

diperloleh anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan oleh BPJS

menjadi sebuah ketidakjelasan.. Problem dalam penjelasan diatas membuktikan

bahwa kurang jelasnya aturan pelaksana dari BPJS Kesehatanmembuat hak
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tersebut sulit terlaksana. Pemerintah harus memperhatikan hak-hak anak

terlantar khusunya jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang  dalam mengimplementasikan

hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang

adalah pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak

terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan melakukan koordinasi antar

Pejabat setempat yaitu Camat berkoordinasi dengan Lurah untuk mendata

anak-anak terlantar baik didalam maupun diluar panti yang belum memiliki

identitas ataupun jaminan kesehatan. Anak didik Panti yang belum mempunyai

identitas difasilitasi identitasnya kemudian diusulkan melalui dinas sosial untuk

didaftarkan ke BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Agar Pemerintah Kota Padang merealisasikan dan memfasilitasi Anak

terlantar khususnya anak dalam Panti Kota melalui pejabat setempat baik

Camat, Kepala Desa, RT,RW untuk dapat mengaktifkan BPJS Kesehatan

mereka agar mendapatkan pelayanan yang optimal.

b. Agar Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial melakukan koordinasi

dan evaluasi peraturan-peraturan pelasana BPJS Kesehatan dengan

mengikutsertakan anak terlantar secara tersendiri, sehingga hak-hak secara

konstitusional yang dimilki anak terlantar khususnya dalam

jaminankesehatan dapat terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
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2. Agar dilakukan koordinasi antar Pejabatdi lingkungan Kecamatan Koto

Tangah yakni Camat, Lurah, RW, RT untuk mendata anak-anak terlantar

baik didalam maupun diluar panti yang belum memiliki identitas ataupun

jaminan kesehatan, selanjutnya anak didik Panti yang belum mempunyai

identitas difasilitasi identitasnya diusulkan melalui Dinas Sosial untuk

didaftarkan ke BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
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